BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Pertambangan emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tidak dilaksanakan berdasarkan
pada perizinan sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-
undangan vaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta
berbagai aturan pelaksananya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Kontribusi kearifan lokal dalam norma perizinan bidang pertambangan
emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi yaitu kearifan lokal memberikan sumbangsih
dalam pengelolaan lingkungan hidup di desa tersebut sebesar 100%
(serratus) persen sebab penyelenggaraan pertambangan emas di Desa
tersebut seluruhnya berdasarkan pada kearifan lokal yaitu pada tahap
meminta izin pada Kepala Dusun dan Ketua RT Kketika hendak
menyelenggarakan ~ pertambangan,  dilanjutkan  selama  proses
penambangan yang harus berdasarkan pada Seloko Adat Melayu Jambi,

sampai pada tahap reklamasi yang sesuai dengan Seloko Adat Melayu
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Jambi pula. Kearifan lokal memegang peran seutuhnya terbukti dari
pertambangan emas di Desa Rantau Gedang yang meskipun
diselenggarakan tanpa izin yaitu IPR namun lingkungan hidup di Desa
Rantau Gedang tersebut tidak rusak atau tercemar sebab masyarakat
menyelenggarakan pertambangan berdasarkan pada Seloko Adat Melayu
Jambi yang mewajibkan pelestarian terhadap lingkungan.

B. SARAN

1. DPR RI melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 karena terdapat pengaturan di bidang IPR yang tidak dapat
direalisasikan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi
masyarakat.

2. Dalam membentuk hukum tetap harus mempertimbangkan volkgeist di
masyarakat agar aturan hukum tersebut benar-benar dapat berfungsi baik
peraturan perundang-undangan dibentuk dengan menggali nilai-nilai dan
aspirasi di dalam masyarakat sehingga yang dibentuk dan disahkan adalah
aturan hukum yang sesuai dengan budaya hukum suatu bangsa. Jika sudah
sesuai dengan budaya hukum, maka minim resiko bagi suatu peraturan
perundang-undangan dikesampingkan oleh masyarakat, sebab masyarakat
menganggap bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan

sejalan dengan nilai-nilai yang sudah mereka pegang sejak lama.
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A. Lampiran Instrumen Penelitian

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Kepada DLH Kabupaten Sarolangun

a. Aspek Penegakan Hukum

NO

ASPEK

PERTANYAAN

1.

Partisipasi

Siapa saja pithak yang terlibat atau berpartisipasi dalam
pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas di

Kabupaten Sarolangun ?

. Apakah ada keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar

lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam
pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di

Kabupaten Sarolangun ?

. Bagaimana peran DLH Kabupaten Sarolangun, masyarakat

sekitar lokasi penambangan dan kelompok penambang
dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan pada

tradisi turun-temurun terhadap penambangan emas ?

. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan

lingkungan akibat penambangan emas ?

. Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan

lingkungan akibat penambangan emas ?

. Mengapa perlu adanya pihak (DLH Kabupaten Sarolangun,

pihak penambang, dan masyarakat sekitar lokasi
penambangan) yang berpartisipasi dalam melakukan
pengelolaan  lingkungan akibat penambangan emas di

Kabupaten Sarolangun?
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Rule of Law

. Apayang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan

akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ? (dari
peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang,

peraturan pemerintah hingga peraturan daerah)

. Bagaimana pandangan DLH Kabupaten Sarolangun mengenai

kepatuhan para penambang emas di Sarolangun selama ini ?

. Apa hambatan dan faktor pendorong terwujudnya kepatuhan

para penambang dalam melakukan pengelolan lingkungan

akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?

. Apakah selama ini para penambang, DLH Kabupaten

Sarolangun telah berusaha mewujudkan terjaminnya HAM
khususnya mengenai pemerolehan hak atas lingkungan hidup

yang sehat di sekitar lokasi penambangan ?

. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dalam

mewujudkan keadilan bagi para penambang emas yang tidak
taat terhadap peraturan yang berlaku terkait penambangan

emas illegal yang memberikan dampak pada masyarakat ?

. Mengapa perlu adanya dasar hukum yang jelas dalam

melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas
di Kabupaten Sarolangun ?

Siapa aktor yang dapat menjamin adanya kepatuhan hukum
dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di

Kabupaten Sarolangun ?
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8. Di mana para penambang, dan masyarakat dapat mengetahui
adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan
pengelolaan penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?

9. Apakah selama ini DLH Kabupaten Sarolangun telah berusaha
adil dalam penegakkan peraturan yang berkaitan dengan
penambangan terhadap para penambang yang melanggar

aturan-aturan-aturan tersebut?

Transparansi

1. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dalam
mewujudkan keterbukaan informasi/kebijakan terkait dengan
pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas ?

2. Apakah masyarakat/ para penambang mengetahui mengenai
segala macam informasi/kebijakan terkait pengelolaan
penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ? dan
dari mana saja mereka mendapatkan informasi tersebut ?

3. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat
memastikan para penambang melaporkan kegiatannya dalam
melakukan penambangan emas?

4. Siapa saja yang perlu mengetahui adanya keterbukaan
informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan
lingkungan penambangan emas ?

5. Mengapa perlu adanya keterbukaan kebijakan maupun
informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan
lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten

Sarolangun ?
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6. Di mana kebijakan atau informasi terkait pengelolaan
lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten
Sarolangun dapat diakses secara luas oleh masyarakat?

7. Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana
aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan
pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di
Kabupaten Sarolangun yang dapat diketahui oleh masyarakat

luas?

b. Aspek Penerapan Pengelolaan Pertambangan yang Baik

reklamasi dan
pascatambang,
serta

pascaoperasi

NO | ASPEK PERTANYAAN

1. Pengelolaan 1. Adakah dampak penambangan bagi lingkungan sekitar
lingkungan penambangan?
hidup 2. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat
pertambangan, memastikan bahwa para penambang telah melakukan

pengelolaan lingkungan setelah penambangan?

3. Apakah para penambang merasa telah bertanggungjawab
terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan?
dan bentuknya seperti apa?

4. Apakah DLH Kabupaten Sarolangun menerima dokumen
prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan ada atau
tidaknya penyampaian laporan pertanggungjawaban
tehadap lingkungan dari pihak penambang? Dan boleh

5. liat dokumen-dokumen tersebut?

6. Mengapa perlu adanya aspek mengenai pengelolaan
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lingkungan  hidup pertambangan, reklamasi dan
pascatambang serta pasca operasi yang harus dipenuhi

oleh para penambang?

. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,

reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi dapat
dilakukan oleh para penambang?

Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan
pascatambang, serta pascaoperasi dalam penambangan

emas di Kabupaten Sarolangun?

. Bagaimana kondisi di lapangan sekitar lokasi pertambangan

? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan
oleh para penambang kepada DLH Kabupaten Sarolangun
bahwa mereka telah bertanggung jawab terhadap lokasi

sekitar penambangan?

Teknis

Pertambangan

. Bagaimana cara DLH Kabupaten Sarolangun dapat

mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan
bagaimana cara menindaklanjuti apabila tidak sesuai

peraturan ?

. Apakah selama ini penambangan emas di Desa Rantau

Gedang telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang Dberlaku terkait dengan pelaksanaan teknis

pertambangan ? dan bagaimana cara DLH Kabupaten
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Sarolangun dapat memastikan para penambang mematuhi
teknis pertambangan yang berwawasan lingkungan ?

. Apakah ada atau tidak dokumen desain dan perencanaan
kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait dengan
kegiatan penambangan emas yang disampaikan ke DLH
Kabupaten Sarolangun ?

. Bagaimana DLH Kabupaten Sarolangun dapat memastikan
para penambang menyampaikan dokumen-dokumen di atas
?

. Mengapa perlu diterapkannya teknis pertambangan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
?

.. Dari mana DLH Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui
teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai
fakta di lapangan ?

Siapa aktor yang dapat menindaklanjuti apabila teknis
pertambangan yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan
yang berlaku?

. Kapan DLH Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui
teknis pertambangan yang diterapkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan sesuai dengan faktanya di
lapangan ?

. Bagaimana hasil pengawasan dari DLH Kabupaten

Sarolangun terkait dengan prosedur atau teknis

261




pertambangan serta alat-alat yang digunakan untuk
penambangan ? apakah benar-benar sesuai dengan apa yang
dilaporkan kepada DLH Kabupaten Sarolangun atau tidak ?

jika tidak bagaimana cara mengatasinya ?

10. Dari pandangan masyarakat apakah alat-alat yang

digunakan untuk menambang emas tersebut memberikan
dampak kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar

penambangan?

2. Pedoman Wawancara Kepada Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun

a. Aspek Penegakan Hukum

NO

ASPEK

PERTANYAAN

1.

Partisipasi

Siapa saja pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam
pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas
di Kabupaten Sarolangun ?

Apakah ada keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar
lokasi penambangan dan kelompok penambang dalam
pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di
Kabupaten Sarolangun ?

Bagaimana peran Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun,
masyarakat sekitar lokasi penambangan dan kelompok
penambang dalam melakukan pengelolaan lingkungan
berdasarkan pada tradisi turun-temurun terhadap

penambangan emas ?

4. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan
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lingkungan akibat penambangan emas ?
Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan
lingkungan akibat penambangan emas ?

Mengapa perlu adanya pihak (Dinas ESDM Kabupaten
Sarolangun, pihak penambang, dan masyarakat sekitar lokasi
penambangan) yang berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan

lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun?

Rule of Law

Apa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan
lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten
Sarolangun ? (dari peraturan perundang-undangan baik dari
undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan
daerah)

Bagaimana pandangan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun
mengenai kepatuhan para penambang emas di Sarolangun
selama ini ?

Apa hambatan dan faktor pendorong terwujudnya kepatuhan
para penambang dalam melakukan pengelolan lingkungan
akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?
Apakah selama ini para penambang, Dinas ESDM Kabupaten
Sarolangun telah berusaha mewujudkan terjaminnya HAM
khususnya mengenai pemerolehan hak atas lingkungan hidup
yang sehat di sekitar lokasi penambangan ?

Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dalam

mewujudkan keadilan bagi para penambang emas yang tidak
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1.

12.

13.

14.

taat terhadap peraturan yang berlaku terkait penambangan

emas illegal yang memberikan dampak pada masyarakat ?
Mengapa perlu adanya dasar hukum yang jelas dalam
melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas
di Kabupaten Sarolangun ?
Siapa aktor yang dapat menjamin adanya kepatuhan hukum
dalam pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di
Kabupaten Sarolangun ?
Di mana para penambang, dan masyarakat dapat mengetahui
adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan
pengelolaan penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?
Apakah selama ini Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun telah
berusaha adil dalam penegakkan peraturan yang berkaitan
dengan penambangan terhadap para penambang yang

melanggar aturan-aturan-aturan tersebut?

Transparansi

. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dalam

mewujudkan keterbukaan informasi/kebijakan terkait dengan
pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas ?
Apakah masyarakat/ para penambang mengetahui mengenai
segala macam informasi/kebijakan terkait pengelolaan
penambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun ? dan
dari mana saja mereka mendapatkan informasi tersebut ?
Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat
memastikan para penambang melaporkan kegiatannya dalam

melakukan penambangan emas?
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Siapa saja yang perlu mengetahui adanya keterbukaan
informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan

penambangan emas ?

. Mengapa perlu adanya keterbukaan kebijakan maupun

informasi yang menyeluruh dalam hal pengelolaan lingkungan

akibat penambangan emas di Kabupaten Sarolangun ?

. Di mana kebijakan atau informasi terkait pengelolaan

lingkungan akibat penambangan emas di Kabupaten

Sarolangun dapat diakses secara luas oleh masyarakat?

. Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana

aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan
pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas di
Kabupaten Sarolangun yang dapat diketahui oleh masyarakat

[uas?

b. Aspek Penerapan Pengelolaan Pertambangan yang Baik

reklamasi dan
pascatambang,
serta

pascaoperasi

NO | ASPEK PERTANYAAN

1. Pengelolaan 1. Adakah dampak penambangan bagi lingkungan sekitar
lingkungan penambangan?
hidup . Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat
pertambangan, memastikan bahwa para penambang telah melakukan

pengelolaan lingkungan setelah penambangan?

. Apakah para penambang merasa telah bertanggungjawab

terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan? dan

bentuknya seperti apa?
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. Apakah Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun menerima

dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan pertambangan dan
ada atau tidaknya penyampaian laporan pertanggungjawaban

tehadap lingkungan dari pihak penambang? Dan boleh

. liat dokumen-dokumen tersebut?

. Mengapa perlu adanya aspek mengenai pengelolaan

lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang

serta pasca operasi yang harus dipenuhi oleh para penambang?

. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,

reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi dapat

dilakukan oleh para penambang?

. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

lingkungan ~ hidup  pertambangan, reklamasi  dan
pascatambang, serta pascaoperasi dalam penambangan emas

di Kabupaten Sarolangun?

. Bagaimana kondisi di lapangan sekitar lokasi pertambangan ?

apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh
para penambang kepada Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun
bahwa mereka telah bertanggung jawab terhadap lokasi sekitar

penambangan?

Teknis

Pertambangan

. Bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat

mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan bagaimana

cara menindaklanjuti apabila tidak sesuai peraturan ?
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2. Apakah selama ini penambangan emas di Desa Rantau Gedang
telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku terkait dengan pelaksanaan teknis pertambangan ? dan
bagaimana cara Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat
memastikan para penambang mematuhi teknis pertambangan
yang berwawasan lingkungan ?

3. Apakah ada atau tidak dokumen desain dan perencanaan
kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait dengan
kegiatan penambangan emas yang disampaikan ke Dinas
ESDM Kabupaten Sarolangun ?

4. Bagaimana Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat
memastikan para penambang menyampaikan dokumen-
dokumen di atas ?

5. Mengapa perlu diterapkannya teknis pertambangan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

6. Dari mana Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat
mengetahui teknis pertambangan yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai fakta
di lapangan ?

7. Siapa aktor yang dapat menindaklanjuti apabila teknis
pertambangan yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku?

8. Kapan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dapat mengetahui
teknis pertambangan yang diterapkan sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan sesuai dengan faktanya di lapangan ?
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9. Bagaimana hasil pengawasan dari Dinas ESDM Kabupaten

Sarolangun terkait dengan prosedur atau teknis pertambangan
serta alat-alat yang digunakan untuk penambangan ? apakah
benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Dinas
ESDM Kabupaten Sarolangun atau tidak ? jika tidak bagaimana

cara mengatasinya ?

10. Dari pandangan masyarakat apakah alat-alat yang digunakan

untuk menambang emas tersebut memberikan dampak
kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar

penambangan?

3. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber

Bapak Budi Hermanto selaku pengamat lingkungan yang ditugaskan LAM Provinsi Jambi

NO ASPEK PERTANYAAN

1. Profil 1. LAM Jambi didirikan atas dasar apa?
Lembaga 2. Kapan LAM Jambi didirikan?
Adat Melayu 3. Bagaimana struktur organisasi LAM Jambi terutama dalam
(LAM) Jambi mengatur pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi?

4. Bagaimana cara pemilihan keanggotaan LAM Jambi?
5. Bagaimana tugas dan fungsi dari LAM Jambi?

6. Apakah dapat disebutkan aturan Seloko Adat Melayu

Jambi? (terutama bidang lingkungan hidup)?

7. Bagaimana peran LAM Jambi dalam pemeliharaan dan

pengembangan kearifan lokal? (terutama bidang lingkungan

hidup)
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Keberadaan
Pertambangan
Emas  Tanpa
Izin
Berdasarkan

Kearifan Lokal

Mengapa penambang emas harus patuh pada seloko adat
Jambi?

Apakah kearifan lokal boleh dimasukkan ke dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan?

Jika kearifan lokal memberikan dampak positif kepada
masyarakat maka mengapa kearifan lokal tidak dimasukkan
saja ke dalam Undang-Undang Minerba mengenai
perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup
berdasarkan pada kearifan lokal?

Bagaiamana peran LAM Jambi dalam mengelola kegiatan
pertambangan emas di bidang lingkungan hidup?
Bagaimana penambangan emas jika berdasarkan pada
seloko adat?

Apakah ada masyarakat Desa Rantau Gedang yang tidak
mengindahkan ketentuan lingkungan hidup berdasarkan
pada tradisi leluhur dalam kegiatan penambangan emas?
Bagaimana cara LAM Jambi menyikapi jika ada
penambangan emas yang tidak sesuai dengan aturan atau
seloko adat?

Apakah LAM Jambi berusaha memfasilitasi masyarakat
yang hendak mengurus perizinan bidang lingkungan hidup?
Bagaimana caranya?

Apa yang dilakukan LAM Jambi jika ada pihak yang
mengecam keberadaan pertambangan emas tanpa izin

karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
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namun sudah sesuai dengan kearifan lokal? Bagaimana

langkah yang dilakukan LAM Jambi?

4. Pedoman Wawancara Kepada Narasumber

Bapak Oktobrani selaku pengamat perizinan yang ditugaskan LAM Provinsi Jambi

Emas  Tanpa
Izin
Berdasarkan

Kearifan Lokal

NO ASPEK PERTANYAAN
1. Profil LAM Jambi didirikan atas dasar apa?
Lembaga . Kapan LAM Jambi didirikan?
Adat Melayu . Bagaimana struktur organisasi LAM Jambi terutama dalam
(LAM) Jambi mengatur pengelolaan perizinan di Provinsi Jambi?
. Bagaimana cara pemilihan keanggotaan LAM Jambi?
Bagaimana tugas dan fungsi dari LAM Jambi?
. Apakah dapat disebutkan aturan Seloko Adat Melayu
Jambi? (terutama bidang perizinan)?
Bagaimana peran LAM Jambi dalam pemeliharaan dan
pengembangan kearifan lokal? (terutama bidang perizinan)
2. Keberadaan . Mengapa penambang emas harus patuh pada seloko adat
Pertambangan Jambi?

. Apakah kearifan lokal boleh dimasukkan ke dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan?

Jika kearifan lokal memberikan dampak positif kepada
masyarakat maka mengapa kearifan lokal tidak dimasukkan
saja ke dalam Undang-Undang Minerba mengenai
lingkungan  hidup

perlindungan dan  pengelolaan
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berdasarkan pada kearifan lokal serta menjadi ketentuan
dalam mengurus perizinan pertambangan emas?
Bagaiamana peran LAM Jambi dalam mengelola kegiatan
pertambangan emas di bidang perizinan pertambangan
emas?

Bagaimana penambangan emas jika berdasarkan pada
seloko adat?

Apakah ada masyarakat Desa Rantau Gedang yang tidak
mengindahkan ketentuan perizinan berdasarkan pada tradisi
leluhur dalam kegiatan penambangan emas?

Bagaimana cara LAM Jambi menyikapi jika ada
penambangan emas yang tidak sesuai dengan aturan atau
seloko adat?

Apakah LAM Jambi berusaha memfasilitasi masyarakat
yang hendak mengurus perizinan bidang pertambangan
emas? Bagaimana caranya?

Apa yang dilakukan LAM Jambi jika ada pihak yang
mengecam keberadaan pertambangan emas tanpa izin
karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
namun sudah sesuai dengan kearifan lokal? Bagaimana

langkah yang dilakukan LAM Jambi?

5. Pedoman Wawancara Kepada Penambang Emas

NO

ASPEK

PERTANYAAN

1.

Profil

1.

Nama bapak siapa? Nama mau disebutkan atau
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disamarkan?

Sudah menjalankan profesi menjadi penambang emas sejak
kapan? Melakukan secara mandiri atau berkelompok?

Apa saja peralatan yang digunakan? Apakah alat tradisional
atau alat modern atau campuran?

Apakah pertambangan emas yang dilakukan sudah dialasi
perizinan?

Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang
sepertt LAM Jambi, DLH Kabupaten Sarolangun, Dinas
ESDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa mengenai
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
emas? Apakah mereka berusaha membantu agar
pertambangan emas sesuai peraturan perundang-undangan
atau justru mendukung agar pertambangan sesuai dengan
kearifan lokal?

Apakah mengetahui aturan dalam penyelenggaraan
pertambangan dari sisi perizinan dan lingkungan hidup
sejak hendak dimulai kegiatan pertambangan sampai
laporan rutinitas yang wajib dilakukan?

Apakah mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang mengatur?

Apakah sudah pernah mengurus perizinan, jika sudah makai
izin apa yang sudah diurus? Apakah dibantu atau justru

dihambat atau ada kendala?
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10.

11.

12.

13.

Bagaimana cara menambang emas berdasarkan pada
kearifan lokal?

Bagaimana cara kearifan lokal melindungi lingkungan
hidup sehingga dapat menambang secara turun-temurun?
Apakah ada pembinaan yang dilakukan LAM Jambi?
Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?

Apakah ada pembinaan yang dilakukan DLH Kabupaten
Sarolangun dan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun?
Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?

Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu dalam kaitannya
dengan pertambangan emas yang dilakukan, baik dari sisi
perizinan dan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan?

Operasional
Pertambangan

Emas

Mengapa memilih menyelenggarakan pertambangan emas
beradasarkan kearifan lokal? Mengapa tidak sesuai dengan
aturan  peraturan  perundang-undangan  saja?Apakah
perundang-undangan sulit untuk direalisasikan?
Bagaimana cara masyarakat melakukan penambangan emas
berdasarkan pada kearifan lokal?

Bagaimana cara masyarakat berusaha mengurus perizinan
mengenai kegiatan pertambangannya?

Bagaimana keterlibatan atau peran kelompok penambang
dan masyarakat sekitar lokasi penambangan dalam
pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan emas

yang ada di Kabupaten Sarolangun ?
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10.

11.

Apakah terdapat kendala dalam melakukan kendala dalam
melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan
emas ?

Apakah ada keterlibatan kelompok penambang dan
masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan akibat
penambangan emas yang ada ?

Apa saja faktor pendorong dalam melakukan pengelolaan
lingkungan akibat penambangan emas ?

Apakah penambangan yang dilakukan ini berizin, jika sudah
maka bagaimana cara mengurus perizinannya, jika belum
maka alasan apa yang menyebabkan perizinan belum dapat
dilakukan ?

Dari mana para penambang dan masyarakat mengetahui
adanya dasar hukum yang jelas mengenai peraturan
pengelolaan penambangan emas yang ada di Kabupaten
Sarolangun saat ini ?

Menurut para penambang, apakah DLH dan Dinas ESDM
telah mewujudkan keterbukaan informasi maupun
kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat
adanya penambangan emas ? dan apakah para penambang
selalu mengetahui mengenai segala macam informasi terkait
pengelolaan penambangan emas ini ?

Dari mana penambang mengetahui adanya kebijakan atau
informasi  terkait  pengelolaan  lingungan  akibat

penambangan?
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12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

Kapan pihak penambang dapat mengumumkan rencana
aktivitas penambangan sesuai dengan rencana kegiatan
pengelolaan lingkungan akibat penambangan yang dapat
diketahui masyarakat ?

Apakah para penambang merasa telah bertanggung jawab
terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan ? dan
bentuknya seperti apa ?

Mengapa perlu adanya aspek pengelolaan lingkungan,
reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi yang harus

dipenuhi oleh para penambang ?

. Kapan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,

reklamasi, dan pasca tambang serta pasca operasi dapat
dilakukan oleh para penambang ?

Apakah ada dokumen mengenai desain perencanaan
kegiatan pertambangan dan syarat-syarat izin terkait
pertambangan yang disampaikan ke DLH dan Dinas
ESDM?

Dari pandangan penambang apakah alat-alat yang
digunakan untuk menambang emas tersebut memberikan
dampak pada lingkungan ?

Apakah ada kewajiban yang dilakukan secara rutin oleh
Bapak/Ibu dalam mengelola pertambangan berdasarkan
kearifan lokal? Seperti kewajiban melapor atau

memberitahu secara berkala kepada pihak yang berwenang
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(LAM Jambi, DLH Kabupaten Sarolangun, Dinas ESDM

Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa) ?

6. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Desa Rantau Gedang

Dilakukan kepada 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

PERTANYAAN

1. Apakah pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang seperti LAM Jambi, DLH
Kabupaten Sarolangun, Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Desa mengenai
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan emas? Apakah mereka
berusaha membantu agar pertambangan emas sesuai peraturan perundang-undangan
atau justru mendukung agar pertambangan sesuai dengan kearifan lokal?

2. Mengapa pertambangan emas di Desa Rantau Gedang mendasarkan pada kearifan
lokal, bukan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan?

3. Apakah ada pembinaan yang dilakukan LAM Jambi? Bagaimana cara pembinaan
yang dilakukan?

4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan DLH Kabupaten Sarolangun dan Dinas
ESDM Kabupaten Sarolangun? Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan?

5. Apakah ada saran atau usul dari Bapak/Ibu dalam kaitannya dengan pertambangan
emas yang dilakukan, baik dari sisi perizinan dan lingkungan hidup sebagaimana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan?

6. Apakah ada keterlibatan masyarakat nonpenambang yang berada di sekitar lokasi
penambangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan
emas?

7. Bagaimana peran masyarakat nonpenambang yang ada di sekitar lokasi penambangan

dalam melakukan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?

276



8. Mengapa masyarakat nonpenambang perlu berpartisipasi dalam melakukan
pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas ?

9. Apakah para penambang mengumumkan rencana aktivitas penambangan emas yang
akan dilakukan kepada masyarakat ?

10. Apakah dampak penambangan emas bagi lingkungan sekitar penambangan ini ?

11. Menurut masyarakat nonpenambang, apakah para penambang telah bertanggung
jawab terhadap lingkungan setelah melakukan penambangan ? dan bentuknya seperti
apa ? Apakah patuh pada kearifan lokal atau tidak?

12. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar lokasi penambangan akibat adanya

penambangan emas tersebut ?

B. Lampiran Gambar Lokasi Penelitian

Gambar 1

salah satu pelaku PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024
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Gambar 2
salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024

Gambar 3
Proses masyarakat memisahkan emas dari mineral ikutan pada PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024

278



s
e .

— ’ Hef™y
Y e A
,:tse::af”:ﬁ AL

Gambar 4
salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang
foto diambil pada hari Jumat tanggal 5 April 2024

Gambar 5
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Minggu tanggal 7 April 2024
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Gambar 6
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Minggu tanggal 7 April 2024

Gambar 7
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024
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Gambar 8
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024
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Gambar 9
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024
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Gambar 10
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024

Gambar 11

salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024
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Gambar 12
salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi
foto diambil pada hari Senin tanggal 8 April 2024

Gambar 13

Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024
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Gambar 14
Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024

Gambar 15
Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang
foto diambil melalui Aplikasi Google Maps pada hari Jumat tanggal 12 April 2024
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